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ABSTRAK 

Aris Ariansyah, (2025): Praktik Penjualan Benda Bekas Wakaf Untuk 

Pembiayaan Renovasi Yayasan Dalam Perspektif 

Yuridis (Studi Kasus MDTA Uswatun Hasanah 

Desa Bagan Jawa) 

 

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh salah satu problematika tentang 

wakaf yang terjadi di sebuah Yayasan MDTA Uswatun Hasanah di Desa Bagan 

Jawa yang terjadi Praktik penjualan benda bekas wakaf, setelah Yayasan direnovasi 

sebagian benda bekas wakaf tersebut yang sudah tidak terpakai seperti genteng, 

kayu, kursi, batu, kaca dan lemari dijual kepada beberapa orang. Hasil dari 

penjualan yang disepakati melalui musyawarah oleh pengurus Yayasan dan Tokoh 

Masayarakat Desa Bagan Jawa, dibelikan pengganti benda-benda tersebut dengan 

benda-benda yang lebih bermanfaat. Permasalah yang diangkat dalam penelitian ini 

adalah; 1). Bagaimana praktik penjualan benda bekas wakaf di Yayasan MDTA 

Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa. 2). Bagaimana tinjauan hukum islam dan 

hukum positif di Indonesia terhadap praktik penjualan benda bekas wakaf di 

Yayasan MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa. 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, dengan menggunakan 

metode kualitatif (field research) untuk mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial: individual, 

kelompok, Lembaga atau Masyarakat dengan metode wawancara dokumentasi dan 

dibantu dengan buku-buku yang membahas mengenai wakaf. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia 

mengenai Praktik penjualan benda bekas wakaf untuk pembiayaan renovasi 

Yayasan MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa. 

 Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus praktik penjualan benda 

bekas wakaf pada yayasan MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa 

diperbolehkan. Hal itu sesuai dengan pendapat mayoritas ulama’ yang 

Membolehkan penjualan Benda bekas wakaf (Abu Hanafi, Maliki dan Ahmad bin 

Hambal) yang berpendapat bahwa harta benda wakaf yang sudah tidak 

Mendatangkan manfaat boleh dijual/ditukar dan hasil dari penjualan tersebut Akan 

mendatangkan kemanfaatan yang baru bagi benda wakaf tersebut, dan hal Ini tidak 

terlepas dari aspek kemaslahatan umat. Sedangkan dalam Hukum Positif praktik 

penjualan benda wakaf juga diperbolehkan dengan alasan Harta benda wakaf 

tersebut tidak dapat dipertahankan lagi baik bentuk fisik maupun kegunaannya. 

dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 

Pasal 41: pergantian harta benda wakaf dapat dilakukan setelah memperoleh izin 

Tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. 

 

Kata Kunci: Hukum, Penjualan, Benda Wakaf 
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KATA PENGANTAR 
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Segala puji bagi Allah SWT, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam adalah agama universal, tidak hanya mengatur bidang ibadah 

secara khusus (mahdhoh) tetapi juga ibadah secara umum (ghoiru mahdhoh). 

Islam mewarnai perilaku manusia dalam berpikir, bertindak dengan batas-batas 

yang telah ditetapkan tidak lain untuk mencari ridla Allah SWT. Pada 

hakekatnya manusia di muka bumi ini untuk mengabdi atau beribadah kepada 

Allah SWT.1 

Pelaksanaan ibadah dipraktikkan dan dimanifestasikan melalui 

pengabdian keseluruhan diri manusia beserta segala apa yang dimilikinya. Ada 

ibadah melalui bentuk pengabdian badan, seperti shalat, puasa atau juga melalui 

bentuk pengabdian berupa pengorbanan apa yang kita miliki/harta benda, 

seperti zakat, shodaqoh, ilmu pengetahuan seperti mengajar/memberi ilmu, di 

samping ada juga secara bersama-sama badan dan harta, seperti puasa dan haji. 

Satu bentuk ibadah melalui pengorbanan dengan harta yang kita miliki untuk 

kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan keagamaan yang telah diatur 

oleh syari’at Islam adalah wakaf.2 

Wakaf menurut mayoritas ulama` adalah menahan harta yang bisa 

dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan 

sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang 

 
1 Hariri Ocviani Arma, “Kepemilikan Harta Wakaf Menurut Ulama Hanafiyah Dan 

Syafi`Iah” Moefty Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Volume 12, No. 1, 2023 h.49 
2 Ibid, h.49 
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mewakafkannya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau 

pengelolaan penghasilan barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan 

demi mendekatkan diri kepada Allah, atas dasar ini, harta tersebut lepas dari 

kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi 

milik Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, 

penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan 

perwakafan tersebut.3 

Mereka mendasarkan pendapat mereka pada hadist : 

ثَ نَا مَُُمَّدُ  بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ بَةُ  ثَ نَا قُ تَ ي ْ ابْنُ عَوْنٍ  حَدَّ ثَ نَا  بْنُ عَبْدِ اللََِّّ الْْنَْصَاريُِّ حَدَّ  
هُمَا أَنْ عُمَرَ بْنَ الَْْطَّابِ أَصَابَ   عَن ْ  ُ قاَلَ أنَْ بَأَنِ نََفِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرهُُ فِ  يهَا فَ قَالَ يََ رَسُولَ اللََِّّ إِنِِِ  أرَْضًا بِِيَْبَََ فأَتََى النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
أَصَبْتُ أرَْضًا بِِيَْبَََ لََْ أُصِبْ مَالًً قَطُّ أنَْ فَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تََْمُرُ بِهِ قاَلَ إِنْ  
وَلًَ  يُ بَاعُ  لًَ  أنََّهُ  عُمَرُ  بِِاَ  فَ تَصَدَّقَ  قاَلَ  بِِاَ  وَتَصَدَّقْتَ  أَصْلَهَا  حَبَسْتَ  شِئْتَ 

بُ وَلًَ يوُرَثُ وَتَصَدَّقَ بِِاَ فِ الْفُقَراَءِ وَفِ الْقُرْبََ وَفِ الرقِِاَبِ وَفِ سَبِيلِ اللََِّّ  يوُهَ 
هَا بِِلْمَعْرُوفِ وَيطُْعِمَ  وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لًَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليَِ هَا أَنْ يََْكُلَ مِن ْ

 4 بِهِ ابْنَ سِيْيِنَ فَ قَالَ غَيَْْ مُتَأثَلٍِِ ماَلًً )رواه البخاري( غَيَْْ مُتَمَوِِلٍ قاَلَ فَحَدَّثْتُ 
 

Telah bercerita kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah bercerita kepada 

kami [Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy] telah bercerita kepada 

kami [Ibnu 'Aun] berkata [Nafi'] memberitakan kepadaku dari [Ibnu 

'Umar radliallahu 'anhuma] bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 

'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang 

tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah, aku 

mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan 

 
3 Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 

cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 271. 
4 Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh ibnu bardizbah Al-

Bukhari, Shahih Bukhori, Darul Fikri:Lebanoon, 1981 M. h.196, jilid 2 juz 3 No 2773. 
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harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan 

tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu 

tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan 

(hasil buah) nya". Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar 

menshadaqahkan nya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga 

tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, 

kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk 

menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk 

memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi 

makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; 

"Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: 

"ghoiru muta'atstsal maalan artinya tidak mengambil harta anak yatim 

untuk menggabungkannya dengan hartanya" (Bukhari) 

 

Dari Hadits diatas dapat dipahami bahwa wakaf disyari`atkan oleh Allah 

SWT melalui Rasulullah SAW, Kepada Umar ibn al-Khatab. Umarlah yang 

pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai 

tindakan wakaf dalam sejarah Islam, pada dasarnya wakaf merupakan tindakan 

sukarela (tabarru`) untuk mendermakan sebagian kekayaan, karena sifat harta 

benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai 

jariyah (kontinyu), artinya pahala akan senantiasa diterima secara 

berkesinambungan selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk 

kepentingan umum.5 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf sudah diatur 

sejak masa Rasulullah dan masa Khalifah Umar bin Khatab serta tradisi para 

sahabat. Dengan demikian, hukum wakaf tidaklah bersifat statis, tapi cukup 

terbuka bagi penggalian hukum atau ijtihad kontemporer sepanjang tidak 

menyalahi prinsip dasar. 

 
5 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.h. 483 

cet 2 
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Fenomena masyarakat sekarang banyak kasus benda wakaf yang 

dipindah tangankan dengan alasan, demi kepentingan umum (al-maslahah al-

ammah). Pada dasarnya, terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat 

dilakukan perubahan. Rasulullah Saw telah menegaskan bahwa benda wakaf 

tidak bisa diperjualkan, dihibahkan, atau diwariskan.6 

Adapun mengenai hukum penjualan benda wakaf para ulama` berbeda 

pendapat, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa ibdal (penukaran) dan istibdal 

(penggantian) adalah boleh, kebijakan ini berpijak dan menitikberatkan pada 

maslahat yang menyertai praktik tersebut. Pembolehan ini bertolak dari sikap 

toleran dan keleluasaan yang sangat dijunjung tinggi oleh penganut madzhab 

Hanafiyah. Menurut mereka, ibdal (penukaran) boleh dilakukan oleh siapa pun, 

baik waqif sendiri, orang lain maupun hakim tanpa memiliki jenis barang yang 

diwakafkan.7 Dengan Syarat apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan 

menukar tersebut ketika mewakafkanya, apabila benda wakaf itu tidak dapat 

lagi dipertahankan, dan jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar 

dan lebih bermanfaat.8 Menurut Madzhab Malikiyah pada prinsipnya melarang 

keras penggantian barang wakaf. Namun mereka tetap memperbolehkan nya 

pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang 

tidak bergerak.9 Dengan berbagai syarat yaitu, wakif ketika ikrar mensyaratkan 

kebolehan ditukar atau dijual, benda wakaf itu berupa benda bergerak dan 

 
6 Ibid. h.445 
7 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, penerjemah, Ahrul Sani 

Fathurrahman dan rencang-rencang KMCP, h. 349. 
8 Ahmad Rofiq, op.cit, h. 519 
9 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, op.cit, h. 365. 
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kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkanya.10 Beda lagi 

dengan pendapat madzhab Syafi`i, mereka berpendapat bahwa dalam masalah 

penggantian barang wakaf mutlak melarang istibdal dalam kondisi apapun.  

Mereka mensinyalir, penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan 

atau penyalahgunaan barang wakaf. Akan tetapi keterangan diatas berlaku pada 

benda wakaf yang bergerak. Mengenai hukum barang wakaf yang tidak 

bergerak ulama` syafi`iyah tidak menyinggung dalam kitab-kitab mereka, hal 

ini mengindikasi seolah-olah mereka meyakini bahwa barang wakaf yang tidak 

bergerak tidak mungkin kehilangan manfaatnya, sehingga tidak boleh dijual 

atau diganti.11 Dan pendapat yang terakhir dari madzhab Hambali, menurut 

mereka adalah tidak membedakan antara barang wakaf yang bergerak dan 

barang wakaf yang tidak bergerak, keduanya boleh dijual dan digantikan 

dengan pengecualian barang tersebut sudah tidak ada kemanfaatnnya.12 

Dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga mengatur tentang 

perubahan status harta benda wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang 

berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri, yaitu pada bab IV pasal 40 

dan 41. 

Pasal 40 menyatakan: Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan 

dilarang:  

a). Dijadikan jaminan, b). Disita, c). Dihibahkan, d). Dijual, e). 

Diwariskan, f). Ditukar, atau g). Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak 

lainnya. 

Pasal 41 menyatakan: 

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan 

apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk 

kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) 

 
10 Ahmad Rofiq, op.cit, h. 519. 
11 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, op.cit, h.371-373. 
12 Ibid. h. 375. 
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berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

tidak bertentangan dengan syariah. 

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan 

Badan Wakaf Indonesia. 

3. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan 

pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan 

harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang kurangnya sama dengan 

harta benda wakaf semula. 

4. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah.13 

 

Desa Bagan Jawa merupakan salah satu Desa di wilayah Kabupaten Rokan 

Hilir Kecamatan Bangko, dengan luas wilayah 18.400 km. Beberapa luas tanah 

milik warga di desa ini diwakafkan sebagai Yayasan. Salah satu Yayasan yang 

berdiri di atas tanah wakaf ini adalah MDTA Uswatun Hasanah, yang dibangun di 

atas tanah dengan luas bangunan yakni: lebar 15 M, dan panjang 60 M, lengkap 

dengan berbagai macam perlengkapan yang dibutuhkan Yayasan. Sebagian warga 

desa menggunakan Yayasan tersebut, terutama anak-anak untuk melakukan 

kegiatan belajar ilmu agama, mengaji, menghafal Qur'an, yasinan, dan juga ada ibu-

ibu yang mengadakan pengajian rutinan. 

Pada awalnya Yayasan ini berbentuk kecil dan memiliki ruangan yang 

sempit, Karena berkembangnya zaman dan penduduk Desa Bagan Jawa semakin 

bertambah, untuk melakukan kegiatan di Yayasan tersebut maka atas kesepakatan 

pengurus Yayasan dan musyawarah masyarakat, Yayasan ini dipugar menjadi lebih 

luas. Ketika Yayasan direnovasi banyak sekali benda-benda wakaf yang tidak 

terpakai, seperti genteng, kayu, jendela, meja, kursi dan lemari. Karena Wakif 

 
13 Deparetemen Agama RI, Peraturan Perundang Perwakafan, Derektorat Jendral  

Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, h. 17-18 
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sudah meninggal, maka atas kesepakatan pengurus Yayasan dan masyarakat, 

benda-benda tersebut dijual kepada beberapa orang dan dari hasil penjualan 

tersebut pengurus Yayasan dan Nadzhir membelikan pengganti benda-benda 

tersebut dengan benda-benda yang lebih bermanfaat. 

Dengan demikian dari latar belakang masalah perwakafan diatas penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang akan dituliskan  dalam bentuk skripsi dengan 

judul ”PRAKTIK PENJUALAN BENDA BEKAS WAKAF UNTUK 

PEMBIAYAAN RENOVASI YAYASAN DALAM PERSPEKTIF YURIDIS” 

(STUDI KASUS DI MDTA USWATUN HASANAH DESA BAGAN JAWA) 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari 

topik yang dibicarakan, maka penulis membuat Batasan permasalahan pada 

tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penjualan Benda Bekas 

Wakaf Untuk Pembiayaan Renovasi Yayasan di MDTA Uswatun Hasanah 

Desa Bagan Jawa. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penalitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Praktik penjualan benda bekas wakaf untuk pembiayaan 

renovasi Yayasan MDTA Uswatun Hasanah di Desa Bagan Jawa ? 

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap Praktik penjualan benda bekas wakaf 

untuk pembiayaan renovasi Yayasan MDTA Uswatun Hasanah di Desa 

Bagan Jawa? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui Praktik penjualan benda bekas wakaf untuk 

pembiayaan renovasi Yayasan MDTA Uswatun Hasanah di Desa Bagan 

Jawa. 

b. Untuk mengetahui hukum terhadap penjualan benda bekas wakaf untuk 

pembiayaan renovasi Yayasan MDTA Uswatun Hasanah di Desa Bagan 

Jawa dalam perspektif yuridis. 

2. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah 

khazanah ilmu penegetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja 

yang tertarik dengan pembahasan topik tersebut. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian. 

2) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan 

perkuliahan program S1 Fakultas Syari`ah & Hukum, Prodi Hukum 

Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) pada Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Pengertian Wakaf 

Secara etimologis Wakaf berasal dari kata ”Waqafa-Yaqifu-

Waqfan” yang mempunyai arti menghentikan atau menahan.14 Kata 

”Waqafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan ”Habsa-Yahbisu-

Tahbisan”. Kata Al-waqf dalam bahasa arab mengandung beberapa 

pengertian: 

التسبيل  و  التحبيس  بمعنى  الوقف  
Artinya: Menahan, menaham harta untuk diwakafkan, tidak di 

pindah milikkan.15 

Menurut Kamus arab-indonesia wakaf yang asal kata nya terdiri dari 

الله سبيل في وقفا – يقف - وقف  yang mengandung pengertian menahannya pada 

jalan Allah SWT. Wakaf juga dikatakan pemberian seseorang atau 

kelompok kepada pihak lain dengan niat untuk beribadah kepada Allah 

SWT.16 

Menurut istilah syara` wakaf ialah: 

 17الل   سبيل فى منافعه وصرف  المال حبس  اي الثمرة، وتسبيل  الأصل حبس

 
14 Yulia Mirwati, Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia, Jakarta; 

Rajawali Pers, 2016, h.1 
15 Kementrian Agama RI, Fiqh Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, h.1 
16 Ikhwani dkk, Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Menurut Imam Mazhab Dan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004, Yogyakarta: Deepublish, 2019. h.15-16 
17 Sayyid Sabiq, Fiqhu As-Sunnah (Beirut: Al-Maktabah Al-`Ashriyah,1987) jilid 3, h.269 



10 
 

 
 

Artinya: Menahan benda asal (pokok) dan menjadikan buah atau 

hasil untuk sabilillah atau jalan kebaikan, yakni menahan benda atau harta 

dan menyalurkan hasilnya di jalan Allah. 

Dalam pengertian istilah secara umum, wakaf adalah sejenis 

pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan 

(pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku 

umum. Sedangkan yang dimaksud dengan “tahbisul ashli” ialah menahan 

barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, disewakan, dan 

digadaikan kepada orang lain. Sedangkan pengertian “cara 

pemanfaatannya” adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi 

wakaf (wakif) tanpa imbalan. 

Menurut istilah para ahli fiqh, terdapat beragam pengertian tentang 

wakaf, yaitu: 

Menurut Abu Hanifah: 

 18بمنفعتها  والتصدق الوقف ملك على العين  حبس
Artinya: Menahan benda menurut hukum statusnya tetap menjadi 

milik dari orang yang berwakaf (wakif) dan yang disedekahkan adalah 

manfaatnya saja. 

Menurut Imam Malik: 

  ما مدةّ بصغة   لمستحق  اوغلته بأجرة مملوكا  كان  ولو مملوكة   منفعة المالك جعل

 19المحبسّ  يراه

 
18 Ibn Najm Zainuddin, Al-Bahru Raiq (Mesir Dar Al-Kitab Al-Arabiyah Al-Kubro, t.th) 

juz v h.187 
19 Wahbah Azzuhaili, Fiqh Al-Islam Waadillatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fikr 1985) juz 8, 

h.155 
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Artinya: Menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik yang berupa 

sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak (maukuf alaih) 

dalam bentuk penyerahan yang berjangka waktu sesuai dengan apa yang 

dikehendaki oleh orang yang mewakafkan (wakif). 

Menurut Imam Syafi`i: 

 مصرف  على رقبته  في التصرف  بقطع  عينه   بقاء  مع  به الانتفاع  يمكن   مال حبس
 20مباح  

Artinya: Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan 

tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta 

dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. 

Menurut Hanabilah: 

بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته بصرف ريعه الى حبس مال يمكن الانتفاع به مع  

  21بر تقربا الى الل تعالى

Artinya: Menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang 

tersebut masih utuh dengan menghentikan pengawasan barang tersebut dari 

orang yang mewakafkannya, serta pengelolaan barang tersebut dengan 

tujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.  

Menurut Imam Nawawi, pengertian Wakaf adalah menahan harta 

yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya melainkan untuk 

 
20 Asy-Syarbini Muhammad al-Khatib, Mughnil Muhtaaj, (Mesir: Mushthofa Al-Baabi 

Al-Halabi, 1958), Juz II, h.485 
21 Wahbah Az-Zuhaili, 0p,Cit. h.145. 
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umat sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya 

untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.22 

Selanjutnya pengertian wakaf dapat dilihat di dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pengertian Wakaf 

sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa 

wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda 

miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, 

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau 

kesejahteraan umum menurut syariah.23 

Sedangkan wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 215 

ayat (1) dijelaskan dengan redaksi: wakaf adalah perbuatan hukum 

seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan 

sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya 

guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran 

Islam.24 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa wakaf adalah 

perbuatan hukum yang suci dan mulia, sebagai shadaqah jariah yang 

pahalanya terus menerus mengalir walaupun yang memberi wakaf telah 

meninggal dunia. 

 
22Yulia Mirwati, Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia, Jakarta; 

Rajawali Pers, 2016, h.154 
23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1. 
24 Departemen agama RI, Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf, Jakarta: 

Depag RI, 2006, h. 38. 
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2. Dasar Hukum Wakaf 

1) Al-Qur`an 

Surah Al-Baqarah ayat 267: 

يَ ُّهَا  تُمْ  مَا طيَِِبٓتِ  مِنْ  انَْفِقُوْا آمَنُ واْا الَّذِيْنَ  يَآ وَلًَ  الًَْرْضِ   مِِنَ  لَكُمْ  اَخْرَجْنَا وَمَِّاا  كَسَب ْ  

غَنِي  اللََِّٓ  انََّ  وَاعْلَمُواْا فِيْهِ   تُ غْمِضُوْا انَْ  اِلًَّا  بِِٓخِذِيْهِ  وَلَسْتُمْ  تُ نْفِقُوْنَ  مِنْهُ  الْْبَِيْثَ  تَ يَمَّمُوا  

يْدٌ  ۝٢٦٧ حََِ  

Artinya :  “Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan 

Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, 

dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi 

untuk kamu.”25 

Surah Al-baqarah ayat 261: 

بَ تَتْ  حَبَّةٍ  كَمَثَلِ  اللَِِّٓ  سَبِيْلِ  فِْ  امَْوَالََمُْ  يُ نْفِقُوْنَ  الَّذِيْنَ  مَثَلُ  بُ لَةٍ  كُلِِ  فِْ  سَنَابِلَ  سَبْعَ  انَْْۢ سُنْْۢ  

ائَةُ  ۝٢٦١ عَلِيْمٌ  وَاسِعٌ  وَاللَُِّٓ  يَّشَاۤءُ   لِمَنْ  يُضٓعِفُ  وَاللَُِّٓ  حَبَّةٍ   مِِ  

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-

orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah 

serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh 

butir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat 

gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, 

dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 

Mengetahui.”26 

 

Surah Ali-Imran ayat 92: 

 
25 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Cordoba, 2022), h. 45 
26 Ibid. h. 44 
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۝٩٢  لَنْ  تَ نَالُوا الْبََّ  حَتِٓ  تُ نْفِقُوْا مَِّا  تُُِب ُّوْنَ   وَمَا تُ نْفِقُوْا مِنْ  شَيْءٍ  فاَِنَّ  اللََِّٓ  بِه  عَلِيْمٌ  
Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa 

yang kamu cintai”27 

Selain dari dasar hukum Al-Qur’an diatas berikut beberapa 

dasar hukum dalam hadits. 

2) Hadist 

نْسَانُ انِْ قَطَعَ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اِلله قاَلَ : إِذَا مَاتَ الِْْ
تَ فَعُ بِهِ أوَْ وَلَدٍ صَالِحٍ يدَْعُوْ   مِنْ ثَلََثةٍَ   إِلًَّ عَنْهُ عَمَلُهُ   صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ أوَْ عِلْمٍ يُ ن ْ

 28  لَهُ 
 “Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal 

perbuatannya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariah (wakaf), 

ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya.” 

بْنُ عَبْدِ اللََِّّ الْْنَْصَاريُِّ حَ  ثَ نَا مَُُمَّدُ  بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ بَةُ  ثَ نَا قُ تَ ي ْ ابْنُ عَوْنٍ  حَدَّ ثَ نَا  دَّ
هُمَا أَنْ عُمَرَ بْنَ الَْْطَّابِ أَصَابَ   عَن ْ  ُ قاَلَ أنَْ بَأَنِ نََفِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرهُُ فِيهَا فَ قَالَ يََ رَسُولَ اللََِّّ إِنِِِ    أرَْضًا بِِيَْبَََ فأَتََى النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
أَصَبْتُ أرَْضًا بِِيَْبَََ لََْ أُصِبْ مَالًً قَطُّ أنَْ فَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تََْمُرُ بِهِ قاَلَ إِنْ  
وَلًَ  يُ بَاعُ  لًَ  أنََّهُ  عُمَرُ  بِِاَ  فَ تَصَدَّقَ  قاَلَ  بِِاَ  وَتَصَدَّقْتَ  أَصْلَهَا  حَبَسْتَ  شِئْتَ 

الْفُقَراَءِ وَفِ الْقُرْبََ وَفِ الرقِِاَبِ وَفِ سَبِيلِ اللََِّّ  يوُهَبُ وَلًَ يوُرَثُ وَتَصَدَّقَ بِِاَ فِ  

 
27 Ibid. h. 62 
28 Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh ibnu bardizbah Al-

Bukhari, Shahih Bukhori, Darul Fikri:Lebanoon, 1981 M. h.196, jilid 2 juz 3 No 2310. 
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هَا بِِلْمَعْرُوفِ وَيطُْعِمَ  وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لًَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليَِ هَا أَنْ يََْكُلَ مِن ْ
ثْتُ بِهِ ابْنَ سِيْيِنَ فَ قَالَ غَيَْْ مُتَ   29أثَِِلٍ ماَلًً )رواه البخاري( غَيَْْ مُتَمَوِِلٍ قاَلَ فَحَدَّ

 
Telah bercerita kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah bercerita 

kepada kami [Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy] telah 

bercerita kepada kami [Ibnu 'Aun] berkata [Nafi'] memberitakan 

kepadaku dari [Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma] bahwa 'Umar bin 

Al Khaththab radliallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar 

lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta 

pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: 

"Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku 

tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka 

apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau 

berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu 

kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umar 

radliallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadaqahkan nya 

dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan 

namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk 

membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu 

tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan 

darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan 

orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; 

"Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia 

berkata: "ghoiru muta'atstsal maalan artinya tidak mengambil harta 

anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya" HR 

Bukhari) 

 

3) Undang-Undang Wakaf 

Landasan hukum wakaf menurut hukum  positif sebagai berikut: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan 

Tanah Milik 

b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam Buku III yang mengatur Hukum Perwakafan 

c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

 
29 Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh ibnu bardizbah Al-

Bukhari, Shahih Bukhori, Darul Fikri:Lebanoon, 1981 M. h.196, jilid 2 juz 3 No 2772. 
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d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

3. Rukun Dan Syarat Wakaf 

Dalam fiqh Islam dikenal ada 4 (empat) rukun atau unsur wakaf, antara 

lain adalah: 

a. Orang yang berwakaf (waqif); 

b. Benda yang diwakafkan (mauquf); 

c. Penerima wakaf (nadzir); 

d. Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf. 

Menurut Jumhur, Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali; rukun wakaf 

tersebut ada 4 (empat) perkara. Menurut Khatib As Sarbun dalam Mugni Al-

Muhtaj, ada 4 (empat) rukun wakaf tersebut yakni; 

a. orang yang berwakaf (Al- waqif), 

b. benda yang diwakafkan (Al-mauquf), 

c. orang atau objek yang diberi wakaf (Al-mauquf alaih), dan 

d. sighat wakaf. 

Di dalam PP No. 28 Tahun 1977 tidak mencantumkan unsur-unsur wakaf 

secara lengkap, namun dapat dimaknai bahwa Unsur-unsur perwakafan dalam 

ketentuan umum dan dalam peraturan pelaksananya, ditambah dengan nadzir yang 

merupakan salah satu unsur perwakafan di Indonesia. Oleh karenanya unsur/syarat 

perwakafan tanah milik adalah: 

a. waqif, 

b. ikrar, 
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c. benda yang diwakafkan, 

d. tujuan wakaf dan nadzir.  

Untuk melaksanakan wakaf harus diperhatikan beberapa syarat yakni:  

a. Wakaf harus orang yang sepenuhnya menguasai sebagai pemilik benda 

yang akan diwakafkan. Si Wakif tersebut harus mukallaf (akil baligh) dan 

atas kehendak sendiri. 

b. Benda yang akan diwakafkan harus kekal dzatnya, berarti ketika timbul 

manfaatnya dzat barang tidak rusak. Harta wakaf hendaknya disebutkan 

dengan terang dan jelas kepada siapa dan untuk apa diwakafkan. 

c. Penerima wakaf haruslah orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak 

sah wakaf kepada hamba sahaya. 

d. Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun tulisan. 

e. Dilakukan secara tunai dan tidak ada khiyar (pilihan) karena wakaf berarti 

memindahkan wakaf pada waktu itu. Jadi, peralihan hak terjadi pada saat 

ijab qobul ikrar wakaf oleh Wakif kepada Nadzir sebagai penerima benda 

wakaf.30 

4. Macam-macam wakaf  

Praktik wakaf dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu wakaf ghairi yaitu 

wakaf untuk kepentingan masyarakat secara umum (public) dan wakaf ahli, 

yaitu wakaf kalangan tertentu misalnya keluarga. 

1) Wakaf Ghairi 

 
30 Yulia Mirwati, Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia, Jakarta; 

Rajawali Pers, 2016, h.50-51 



18 
 

 
 

Wakaf ghairi ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk 

kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. 

Praktik wakaf ghairi berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh 

Umar bin Khattab tentang wakaf secara umum dan praktik wakaf 

yang dilakukan oleh Umar. Disebutkan bahwa Umar pernah 

mewakafkan hartanya untuk kepentingan umum, meskipun 

disebutkan juga tujuan untuk anak kerabatnya. Titik tekan agar 

sanak kerabat Umar jangan sampai tidak turut-serta menikmati hasil 

harta wakafdipandang sudah dicakup oleh kata “kepentingan 

umum”. Hal ini karena makna “untuk kepentingan umum” itu 

sebenarnya sudah mencakup yang termasuk dalam golongan fakir 

miskin, baik itu keluarga Umar ataupun bukan sanak-kerabatnya. 

Praktik wakaf ghairi inilah yang selanjutnya lebih populer dan 

dipraktikkan umat Islam. 

2) Wakaf Ahli 

Wakaf ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf yang ditujukan 

pada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga orang 

yang wakaf atau bukan Wakaf ahli ini dapat dijumpai misalnya 

wakaf kepada kyai yang sehari-hari bertugas mengajar santri-

santrinya di Pondok Pesantren atas dasar kepentingan Islam secara 

umum. Kyai sebagai penanggung jawab memperoleh wakaf tanah 

pertanian dari seseorang, kitab-kitab untuk seseorang yang mampu 

menggunakannya, kemudian diteruskan kepada cucu-cucunya dan 
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seterusnya Wakaf semacam itu sah, dan yang berhak menikmati 

harta wakaf itu adalah mereka yang telah ditunjuk dalam pernyataan 

wakaf tersebut. Persoalan yang mungkin timbul adalah apabila anak 

keturunan kyai tidak ada lagi yang mampu menjadi kyai atau tidak 

ada yang mampu mempergunakan kitab-kitab wakaf tersebut. Bila 

terjadi hal tersebut, dikembalikan kepada adanya syarat bahwa 

wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Dengan demikian 

meskipun anak keturunan kyai yang menjadi tujuan wakaf tidak ada 

lagi yang mampu menjadi kyai atau tidak mampu mempergunakan 

kitab-kitab, maka harta wakaf tersebut tetap menjadi harta wakaf 

yang dipergunakan keluarga kyai yang lebih jauh atau dipergunakan 

untuk kepentingan umum.31 

5. Pengelolaan Harta Benda Wakaf 

Pasal 42 : Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta 

benda wakaf  sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. 

Pasal 43:   

a) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir 

dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.  

b) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara 

produktif.  

 
31 Achmad Irwani Hamzani, Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia, Cet,2 (Jawa 

Tengah: Diya Media Group, 2015) h. 59-61 
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c) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf  

diperlukan penjamin, digunakanlah lembaga penjamin syariah. 

Pasal 44: 

a) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir 

dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf 

kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. 

b) Izin hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak 

dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan 

dalam ikrar wakaf.32 

6. Tujuan Dan Fungsi Wakaf 

Dalam UU No 41/2004 tentang wakaf pasal 4 bahwa tujuan wakaf 

itu sendiri adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan 

fungsinya. 

Pasal 5 UU 41/2004 menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah 

mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk 

kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.33 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216, bahwa fungsi wakaf 

tersebut adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan 

wakaf. Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukannya mengekalkan objek 

 
32 Badan Wakaf Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, 

2022. h.16-17 
33 Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Pasal 4-5 
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wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda milik yang telah diwakafkan 

sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan.34 

7. Istibdal Wakaf 

Istibdal wakaf yaitu menukar harta benda wakaf dengan sesuatu, 

baik harta benda wakaf itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan 

barang yang lain atau dipindah lokasinya. Polemik yang terjadi di antara 

pengelola wakaf dan masyarakat dikarenakan perbedaan persepsi tentang 

hukum istibdal wakaf (tukar guling wakaf). Penukaran barang harta benda 

wakaf yang dimaksud dilakukan dengan cara menjual harta benda wakaf 

semua atau sebagiannya, kemudian dengan uang penjualan itu digunakan 

untuk membeli barang harta benda wakaf lain dan dipergunakan untuk 

tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan 

waqif. 

Hakikatnya istibdal tidak mengandung unsur perubahan pada harta 

benda wakaf, sebagaimana juga tidak ada penambahan di dalamnya. Karena 

dalam hal itu telah terjadi transaksi jual beli, tanpa riba dan tipuan, dimana 

pasar dengan sendirinya bisa menetapkan harga sesuai dengan kondisi 

barang, hingga pada batasan yang masih bisa diterima akal dan sesuai fakta 

di pasar. Jadi yang wajib adalah menukar wakaf sesuai harga pasar. Dalam 

hal ini tidak terkandung makna penambahan atau pengembangan. 

Sedangkan penukaran pada sebagian barang wakaf dengan cara menjualnya 

 
34 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta:Akademika Presindo, 

2004, h. 165 
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untuk membangun bagian yang lain bisa menambah jumlah dana yang bisa 

dibuat modal untuk membangun sarana yang masih tersisa. Maka dengan 

demikian, wakaf berubah dari kondisi menganggur dan tidak dapat 

dipergunakan sama sekali menjadi aktif dan produktif. Sekalipun tidak 

terjadi perubahan nilai secara keseluruhan pada harta benda wakaf. Karena 

hasil dari penjualan dari sebagian barangnya dapat menutupi bagian yang 

lain yang tidak terjual.35 

Pendapat ulama` empat mazhab tentang istibdal: 

a. Mazhab Hanafiyah, hukum istibdal adalah boleh. Landasan 

kebijakannya adalah kemaslahatan dan manfaat yang abadi yang 

menyertai praktik istibdal dan selama istibdal itu dilakukan untuk 

menjaga kelestarian dari manfaat barang wakaf, maka syarat 

“kekekalan” wakaf terpenuhi dan itu tidak melanggar syariat. Jadi yang 

dimaksud syarat “kekekalan” disini bukanlah mengenai bentuk 

barangnya saja tapi juga dari segi manfaatnya yang terus berkelanjutan. 

b. Mazhab Malikiyah pelaksanaan istibdal tidak diperbolehkan menurut 

sebagian besar ulama malikiyah. Imam Malik melarang tukar guling 

wakaf pada benda yang tidak bergerak, seperti masjid, kuburan atau 

jalan raya. Beliau mengecualikan bila dalam keadaan darurat seperti 

perluasan. Sedang Ulama malikiyah membolehkan menukar gulingkan 

 
35 Musyfikah Ilyas, “Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam”, Jurisprudentie, 

Volume 3, No. 2, 2016 h.142 
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wakaf manqul (benda bergerak) apabila ditakutkan berkurang 

manfaatnya. 

c. Mazhab Syafi’i sangat hati-hati mengenai pelaksanaan istibdal wakaf. 

Mereka tidak memperbolehkan tukar guling wakaf yang bergerak, hal 

ini berseberangan dengan madzhab malikiyah yang membolehkannya. 

Sikap ini lahir karena pemahaman mereka mengenai “kekekalan” 

wakaf. Kekekalan versi mazhab Syafiiyah adalah kekelan bentuk barang 

wakaf tersebut. Sehingga terkesan mereka mutlak melarang istibdal 

dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir, penggantian tersebut dapat 

berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf. 

d. Mazhab Hanbali lebih bersifat moderat (pertengahan) meskipun tidak 

sebebas mazhab Hanafiyah. Mengenai istibdal, mazhab Hanbali tetap 

membolehkan dan tidak membedakan berdasarkan barang wakaf 

bergerak atau tidak bergerak. Bahkan terkesan sangat mempermudah 

izin untuk melakukan praktik istibdal wakaf. Mereka berpendapat 

bahwa jika barang wakaf dilarang untuk dijual sementara ada alasan 

kuat mengenai hal tersebut, dikhawatirkan menyia-nyiakan harta benda 

wakaf. Pendapat ulama Mazhab Hanbali tentang penjualan harta wakaf 

adalah sebagai berikut:36 

i. Apabila manfaat harta benda wakaf telah hilang, seperti rumah telah 

hancur dan perkebunan sudah menjadi hutan atau masjid tidak 

dipergunakan lagi oleh warga setempat, atau masjid itu telah sempit 

 
36 Ibid, h.144 
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dan tidak mampu lagi menampung Jemaah setempat, sedangkan 

biaya untuk memperbaiki dan memperluas masjid itu tidak ada, 

maka harta banda wakaf itu boleh dijual. 

ii. Apabila harta wakaf telah dijual,maka hasil penjualannya boleh 

dibelikan apa saja (benda wakaf lain, sejenis atau tidak sejenis), 

asalakan harta yang dibeli itu bermanfaat bagi kepentingan umum, 

karena prinsip dasar dalam wakaf adalah pemanfaatan harta tersebut 

seoptimal mungkin bagi kepentingan umum. 

iii. Apabila manfaat harta wakaf sebagian masih bisa dimanfaatkan 

sekalipun sedikit, maka harta itu tdak boleh dijual. Tetapi, dalam 

keadaan darurat boleh dijual demi memelihara tujuan wakaf itu 

sendiri. 

iv. Apabila harta benda wakaf berupa hewan tetapi tidak bisa 

dimanfaatkan lagi lalu dijual dan hasil penjualannya tidak 

mencukupi untuk membeli hewan lain yang sama jenis da 

kualitasnya, maka boleh dibelikan hewan lain yang tidak sejenis dan 

tidak sekualitas, sesuai dengan uang yang ada, sehingga masih bisa 

dimanfaatkaan penerima wakaf. 

v. Tidak boleh memindahkan masjid dan menukarnya dengan yang 

lain, tidak boleh juga menjual pekarangan masjid, kecuali apabila 

masjid dan pekarangan masjid itu tidak bermanfaat lagi. 
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8. Penjualan Benda Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif 

Wakaf diibaratkan sebagai amal jariyah (amal yang senantiasa 

mengalir pahala dan manfaatnya). Sebab, dalam harta benda wakaf hanya 

menfaatnya yang diambil, pokok barangnya harus kekal. Oleh karena itu, 

harta benda wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda itu dimanfaatkan 

untuk kepentingan seperti yang diperuntukkan. Maka selama itu pula orang 

yang wakaf mendapat pahala secara terus-menerus meskipun telah 

meninggal dunia. Wakaf tidak akan valid sebagai amal jariyah kecuali 

setelah benar-benar pemiliknya menyatakan aset yang diwakafkannya 

menjadi aset publik dan ia bekukan haknya untuk kemaslahatan umat. 

Wakaf tidak akan bernilai amal jariyah sampai benar-benar didayagunakan 

secara produktif sehingga berkembang atau bermanfaat tanpa menggerus 

habis aset pokok wakaf. 

Persoalannya, bagaimana jika harta benda wakaf tersebut rusak atau 

tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai peruntukkannya. Ibnu Qudamah, salah 

seorang ulama mazhab Hambali dalam kitabnya al-Mughni menyatakan 

bahwa: "apabila harta wakaf mengalami rusak sehingga tidak dapat 

memberi manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian 

harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan manfaat 

sesuai dengan tujuan wakaf dan barang yang dibeli itu berkedudukan 

sebagai harta wakaf seperti semula.37 

 
37 Achmad Irwani Hamzani, Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia, Cet.2, (Jawa 

Tengah: Diya Media Group), 2015, h.79-80 
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Di lingkungan masyarakat Islam Indonesia khususnya, sering 

memahami secara kurang professional tentang ajaran wakaf itu sendiri. 

Pemahaman masyarakat tersebut memang lebih karena di pengaruhi oleh 

beberapa pandangan imam mazhab, seperti imam Malik dan Syafi’i yang 

menekankan pentingnya keabadian benda wakaf, walaupun telah rusak 

sekalipun. 

Pendapat-pendapat tersebut seperti: 

a. Imam Hanafi: 

Mazhab Hanafi, sebagaimana dinukil oleh Abu Zuhran dalam al- 

Waqfu, mereka membolehkan penggantian semua wakaf, baik khusus 

maupun umum, selain mesjid. Dan bahwa mereka menyebutkan tiga kali 

kondisi untuk itu, pertama, jika pewakaf mensyaratkannya dalam akad. 

Kedua, jika wakaf tidak lagi dapat dimanfaatkan, ketiga, jika 

penggantian akan mendatangkan manfaat lebih besar dan hasil yang 

lebih banyak, sementara tidak ada syarat dari pewakaf yang melarang 

penjualan.  

Perbedaan tersebut berlaku pula pada lantai mesjid, tikar, dan 

lampu-lampunya jika sudah tidak dibutuhkan. Menurut Abu Yusuf 

dalam satu riwayat, barang-barang itu dipindahkan ke mesjid lain. 

Menurut Muhammad dikembalikan kepada pemiliknya jika sudah 

keluar dari kemanfaatan, yang dimaksudkan oleh orang yang wakaf 

secara umum. Landasan kebijakan ulama Hanafiyah adalah 

kemaslahatan dan manfaat yang abadi, yang menyertai praktik 
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penjualan, selama penjualan itu untuk menjaga kelestarian dan 

pemanfaatan barang wakaf, maka syarat kekekalan wakaf terpenuhi dan 

tidak melanggar syari`ah. Jadi yang dimaksud kekekalan disini bukanlah 

mengenai bentuk barangnya saja, tapi dari segi manfaatnya yang terus 

berkelanjutan.38 

b. Imam Maliki: 

Malikiyyah menyebutkan bahwa wakaf dilihat dari boleh 

tidaknya dijual ada tiga macam: 

Pertama, masjid. Masjid sama sekali tidak boleh dijual 

berdasarkan ijma ulama`. 

Kedua, pekarangan. Pekarangan tidak boleh dijual meskipun 

rusak dan tidak boleh diganti dengan lainnya dari barang sejenis, seperti 

mengganti dengan sejenisnya yang tidak rusak. Reruntuhannya seperti 

batu dan kayu-kayu tidak boleh dijual, namun jika kesulitan 

mengembalikannya pada barang wakaf maka boleh dipindah ke tempat 

semacamnya. Penjualan pekarangan yang diwakafkan boleh dalam satu 

kasus. Yaitu, ia dibeli karena dibutuhkan untuk memperluas masjid atau 

jalan. 

Ketiga, barang dagangan dan hewan jika manfaatnya sudah 

hilang seperti kuda sudah tua, pakaian sudah usang, di mana tidak bisa 

dimanfaatkan lagi, maka barang wakaf boleh dijual dan hasil 

 
38 Nabil Al Qashwah, Hukum Penukaran Benda Wakaf Ditinjau dari Hukum Positif dan 

Hukum Islam, Jurnal Of Islamic Studies, Vol. 3, No.1, 2023, h.327 
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penjualannya diberikan untuk barang yang sejenis. fika hasil penjualan 

tidak cukup untuk membeli barang utuh (seperti barang wakaf), hasil 

penjualan itu digunakan untuk membeli satu bagian dari barang itu. 

Barangsiapa mewakafkan binatang ternak untuk dimanfaatkan susu, 

bulu, wolnya maka anak-anak dari binatang itu seperti induk-induknya 

dalam wakaf. Kelebihan dari bobot anak-anak hewan yang jantan, anak-

anak hewan betina yang sudah besar dijual dan diganti dengan betina 

kecil supaya kemanfaatannya utuh.39 

c. Imam Syafi`i: 

Mazhab Syafii mereka melarang penjualan dan penggantian 

secara mutlak, meskipun wakaf khusus, seperti wakaf kepada anak 

turunan, walaupun terdapat seribu satu sebab yang menuntut untuk itu. 

Mereka hanya membolehkan para penerima wakaf untuk menggunakan 

wakaf khusus hingga habis jika terdapat tuntutan untuk itu, seperti 

pohon kering yang tidak lagi mendatangkan buah, maka penerima wakaf 

boleh menebang pohon tersebut dan menjadikannya sebagai bahan 

bakar untuk diri mereka sendiri, dan mereka tidak boleh menjualnya dan 

tidak boleh menggantinya. Syafi`iyyah mengatakan, jika mesjid roboh, 

rusak, shalat disitu terputus dan pengambilannya ke kondisi semula 

sulit, atau tidak bisa digunakan sama sekali karena negeri itu porak 

poranda misalnya, mesjid tidak menjadi milik siapapun, dan tidak boleh 

 
39 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Waadillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani  

dkk.h.326 
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dikelola sama sekali dengan bentuk jual beli, atau sebagainya sebab, 

kepemilikan yang telah hilang karena menjadi hak Allah, maka 

kepemilikan itu tidak bisa kembali menjadi milik seseorang karena 

adanya kerusakan. Sebagaimana jika seseorang memerdekakan budak 

kemudian ia sakit menahun, budak itu tidak lagi menjadi mantan tuanya. 

Pengelolaan hasil wakaf tersebut adalah dengan mewakafkannya pada 

mesjid terdekat tidak bisa diharapkan pengembalian mesjid dalam 

fungsinya semula, kalau tidak bisa disimpan.40 

d. Imam Hambali: 

Hambali mengatakan: Apabila penduduk di sekitar masjid itu 

pindah, sehingga tidak ada lagi yang shalat di situ, atau tidak mencukupi 

warga di situ tapi tidak mungkin diperluas atau di bangun sebagiannya, 

kecuali dengan menjual sebagiannya, maka boleh dijual. Selain itu, jika 

ada sesuatu dari masjid itu tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan 

menjualnya, maka boleh dijual. Pendapat Hambali ini, dalam beberapa 

hal, sejalan dengan pendapat Sayyid Kazhim yang bermazhab Imamiyah 

ketika beliau mengatakan dalam Mulhaqat Al-'Urwah tentang tidak 

adanya perbedaan antara masjid dengan benda-benda wakaf lainnya. 

Selanjutnya ia berkata: Kerusakan yang terjadi pada barang wakaf selain 

masjid yang menyebabkan barang tersebut boleh dijual, berlaku pula 

pada masjid, sedangkan keterlepasannya dari pemilikan, dalam 

pandangan beliau, tidak menyebabkan terlarangnya menjual barang 

 
40 Nabil Al Qashwah, 0p,cit.,h.328 
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wakaf tersebut, sepanjang barang tersebut memiliki sifat sebagai harta. 

Yang tepat, sebagaimana yang saya utarakan di muka adalah ketidak 

bolehan memilikinya melalui jual-beli, tetapi boleh melalui penguasaan. 

Yang mendasari pendapat imam hambali ini yang tidak 

membedakan antara masjid dan barang wakaf lain ialah sesungguh-nya 

orang yang membolehkan menjual barang wakaf selain masjid yang 

rusak ialah karena kerusakan menafikan tujuan dari wakaf, atau 

menafikan sifat yang karena itulah pewakaf menjadikannya sebagai 

objek atau pengikat bagi wakaf. Misalnya, seseorang mewakafkan 

sebidang kebun, itu karena ia adalah kebun, bukan karena ia adalah 

tanah. Hal ini berlaku pula pada masjid. Sebab, shalat di dalam masjid 

itu merupakan pengikat (qayd) bagi pewakafannya. Jadi ketika pengikat 

tersebut tidak ada, maka hilang pula sifat wakaf itu, atau hilanglah sifat 

kemasjidan yang merupakan pengikat wakaf itu. Dalam keadaan seperti 

ini, berlakulah hal-hal yang berlaku pada benda-benda wakaf non-

masjid lainnya, dalam bentuk boleh dimiliki lantaran adanya sebab 

untuk itu, misalnya melalui penguasaan.41 

Ibnu Qodamah dalam kitabnya al-Mughni mengatakan, apabila 

harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat bermanfaat sesuai 

tujuannya, hendaknya dijual saja dibelikan barang lain yang akan 

 
41 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Penerjemah: Masykur, Cet,12 

(Jakarta: Lentera, 2004) h.667 
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mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang 

yang dibeli itu berkedudukan sebagaimana harta seperti semula.42 

Ibn Taimiyah misalnya, mengatakan tentang kebolehannya 

mengganti, menjual, mengubah, dan memindahkan benda wakaf 

tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan 

tujuan wakaf, atau untuk mendapat maslahat yang lebih besar bagi 

kepentingan umum, khususnya kaum muslimin. 

Dasar pemikiran Ibn Taimiyah sangat praktis dan rasional. 

Pertama, tindakan menukar atau menjual benda wakaf tersebut sangat 

diperlukan. Namun Ibn Taimiyah membolehkan menjual, megubah dan 

mengganti benda wakaf dengan dua syarat yaitu: pertama, pengantian 

karena kebutuhanmendesak misalnya: seseorang mewakafkan kuda 

untuk tentara yang sedang berjihad fi sabilillah, setelah perang usai, 

kuda tersebut tidak diperlukan lagi. Dalam kondisi seperti ini, kuda 

tersebut boleh dijual, dan hasilnya dibelikan sesuatu benda lain yang 

lebih bermanfaat untuk diwakafkan. Kedua, karena kepentingan 

mashlahat yang lebih besar, seperti masjid dan tanahnya yang dianggap 

kurang bermanfaat, dijual untuk membangun mesjid baru yang lebih 

luas atau lebih baik. 

 
42 Depag RI, Fiqh Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan 

Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006, h. 82 
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Lebih jauh Ibn Taimiyyah mengajukan argumentasi, bahwa 

tindakan tersebut ditempuh untuk menghindari kemungkinan timbulnya 

kerusakan atau setidaknya penyia-nyiaan benda wakaf itu. 

Hal ini sejalan dengan kaidah: 

 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada 

mengambil kemashlahatan”.43 

Dalam Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se- Indonesia tahun 2009, 

Tanah wakaf tidak boleh ditukar, diubah peruntukannya, dijual, dan dialih 

fungsikan kecuali dengan syarat-syarat tertentu yaitu: 

a. Penukaran benda wakaf (istibdal al-waqf) diperbolehkan sepanjang untuk 

merealisasikan kemashalahatan karena untuk mempertahankan 

keberlangsungan manfaat wakaf (istimrar baqai al-manfa'ah), dan dilakukan 

dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik. 

b. Pengubahan objek wakaf dari wakaf uang menjadi wakaf benda, atau 

sebaliknya dari wakaf benda menjadi wakaf uang hukumnya boleh, dengan 

syarat: 

i. manfaatnya lebih besar 

ii. keadaan memaksa untuk itu.  

c. Benda wakaf boleh dijual, dengan ketentuan: 

i. adanya hajah dalam rangka menjaga maksud wakif; 

 
43 Abdul Hamid Hakim, Mabadi` Awwaliyyah, Kaedah ke 19, Penerjemah Sukanan & 

Khairudin, Ushul Fiqh Terjemahan Mabadi` Awwaliyyah, h.46. 
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ii. hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli harta benda lain 

sebagai wakaf pengganti; 

iii. kemanfaatan wakaf pengganti tersebut minimal sepadan dengan 

benda wakaf sebelumnya. 

d. Alih fungsi benda wakaf dibolehkan sepanjang kemashlahatannya lebih 

dominan.  

e. Pelaksanaan ketentuan huruf (a) sampai dengan huruf (d) harus seizin 

Menteri Agama, persetujuan Badan Wakaf Indonesia, serta sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan dan pertimbangan MUI.44 

Selain itu, untuk mempertahankan tujuan hakiki disyariatkannya wakaf, 

yaitu untuk kepentingan orang banyak dan kesinambungan. Namun 

persoalannya adalah bagaimana seandainya wakif tidak memberi syarat secara 

detail terhadap bolehnya benda wakaf tersebut ditukar atau dijual manakala 

kondisiya sangat mendesak. 

Di Indonesia yang mayoritasnya mengikuti mazhab Syafi´i, sekarang 

sudah mulai mengkombinasikan dengan fikih mazhab lain, dan juga pola 

pemahamannya lebih rasional. Misalnya, pada abad ke 19 masih terdapat 

banyak laporan bahwa masjid terpaksa dibiarkan rusak dan hancur akibat 

masyarakat tidak berani mengubah dan mengganti material masjid tersebut 

karena khawatir melanggar aturan fiqh. 

 
44 Fatwa MUI No.54 Tahun 2014 https://mui.or.id/baca/fatwa/status-tanah-yang-di-

atasnya-ada-bangunan-masjid diakses pada tanggal 20 februari 2025 
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Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf memandang wakaf 

sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan 

sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan 

kesejahteraan umum sehingga perlu diatur dan dikembangkan pemanfaatannya 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini, masalah Istibdal 

dimasukkan dalam “hukum pengecualian“ (al-hukmu al- istitsna’i) seperti 

disebut dalam BAB IV Pasal 40 dan 41 ayat (1). Dalam Pasal 40 dinyatakan, 

bahwa Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: 

a) Dijadikan jaminan  

b) Disita   

c) Dihibahkan  

d) Dijual  

e) Diwariskan  

f) Ditukar atau  

g) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. 

Dalam Pasal 41 UU Wakaf 41/2004 menyatakan: 

a) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f 

dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan 

digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum 

tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang 

undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari’ah. 

b) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas 

persetujuan Badan Wakaf Indonesia. 

c) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan 

pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar 

dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-

kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. 

d) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.45 

 
45 Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
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Dari ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Pasal 40 dan 41 di atas, 

terlihat adanya sikap kehati-hatian dalam tukar-menukar barang wakaf, dan 

masih menekankan upaya menjaga keabadian barang wakaf selama 

keadaannya masih normal-normal saja. Tapi disisi lain juga sudah membuka 

pintu Istibdal meskipun tidak tasahul (mempermudah masalah). 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan bab IV 

Perubahan Benda Wakaf Pasal 225: 

1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat 

dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang 

dimaksud dalam ikrar wakaf. 

2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya 

dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu 

mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantur Urusan Agama 

Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan 

dan Camat setempat dengan alasan: 

a) karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan 

oleh wakif; 

b) karena kepentingan umum.46 

B. Penelitian Terdahulu 

Kajian dan pembahasan mengenai penjualan benda wakaf  ini bukanlah 

penelitian yang pertama kali dilakukan. Berdasarkan penelusuran penulis, 

 
46 Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan h.124 



36 
 

 
 

setidaknya penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai 

kemiripan dengan judul yang penulis bahas. Untuk itu penulis akan 

mengemukakan karya-karya ilmiah tersebut untuk membuktikan bahwa apa 

yang penulis bahas berbeda dengan tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian 

sebelumnya. 

1. Skripsi yang dibuat oleh Fitriani yang berjudul “Penjualan Benda Wakaf 

Menurut Mazhab Syafi`I” (studi kasus di desa koto beringin kecamatan 

muarasipongi kabupaten mandailing natal) temuan dari penelitian ini 

mengindikasikan bahwa Praktik jual beli barang bekas wakaf yang terjadi 

di Desa Koto Beringin tidak sejalan dengan pendapat Imam Syafi’i. Akan 

tetapi apabila benda wakaf tersebut tidak lagi bisa bermanfaat atau tidak 

maksimal untuk diambil manfaat atau demi kepentingan yang lebih luas 

menuntut untuk melakukan perubahan atas harta benda wakaf tersebut. Dan 

apabila terjadi penjualan barang bekas wakaf maka manfaatnya akan hilang 

dan dikhawatirkan pahala orang yang mewakafkan juga hilang.47 

Perbedaannya penelitian diatas lebih fokus kepada mazhab syafi`i 

sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada kasus, praktik, dan 

bagaimana hukum penjualan benda bekas wakaf untuk pembiayaan 

renovasi yayasan dalam perspektif yuridis. 

2. skripsi yang dibuat oleh zaenal, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 

Jual Beli Harta Wakaf” (studi kasus kampung cisuri desa margahayu 

 
47 Fitriani, Penjualan Benda Wakaf Menurut Mazhab Syafi`I (Studi Kasus Di Desa Koto 

Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal) UIN Sumatera Utara: 2020 
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kabupaten subang) Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa 

praktiknya tidak dapat dibenarkan karena alasan dalam praktik jual beli 

harta wakaf kampung Cisuri dapat menghilangkan unsur kewakafanya, hal 

ini ditakutkan harta wakaf pengganti bukan harta wakaf lagi dan akan 

melibatkan kepada kepemilikan satu pihak. Menurut pendapat dari kalangan 

imam Mazhab, harta wakaf harus bersifat abadi karena asas utama dalam 

hal ini adalah prinsip tidak bolehnya harta wakaf berubah status harta 

wakafnya, sehingga hukum menjualnya adalah haram. Sebagaimana hadis 

Rasulullah SAW. (Tidak boleh dijual ”asalnya”, atau dibeli, atau 

dihibahkan, atau diwariskan).48 Perbedaanya penelitian diatas berfokus 

pada praktik jual beli harta wakaf sedangkan penulis lebih memfokuskan 

kepada kasus, praktik, dan bagaimana hukum penjualan benda bekas wakaf 

untuk pembiayaan renovasi yayasan dalam perspektif yuridis. 

3. Skripsi yang dibuat oleh Charis, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, 

dalam skripsinya yang berjudul ”Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq 

Tentang Menjual Benda Wakaf” Pokok permasalahan pada skripsi ini 

adalah bagaimana pendapat Sayyid Sabiq mengenai penjualan harta wakaf, 

apakah boleh atau tidak, dan relevankah jika diterapkan dengan kondisi saat 

ini. Hasil analisanya adalah bahwa Sayyid Sabiq membolehkan menjual 

benda wakaf, dengan alasan untuk kemaslahatan umum sesuai dengan 

tujuan wakaf itu sendiri. Sayyid Sabiq mendasarkan pendapatnya ini dengan 

 
48 Zaenal Mukarom, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Harta Wakaf 

(Studi Kasus Kampung Cisuri Desa Margahayu kabupaten Subang) UIN sunan Kalijaga: 2014 
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metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab, tetapi beliau tidak 

menjelek-jelekkannya. Beliau berpegang pada Kitabullah, As-Sunah dan 

Ijma'. Pendapat Sayyid Sabiq juga sangat relevan apabila diterapkan pada 

kondisi sekarang, karena untuk mengedepankan kemaslahatan dan 

menjauhkan dari menyia-nyiakan harta wakaf.49 Perbedaannya penelitian 

diatas lebih berfokus kepada pendapat sayyid Sabiq sedangkan penulis lebih 

memfokuskan kepada kasus, praktik, dan bagaimana hukum penjualan 

benda bekas wakaf untuk pembiayaan renovasi yayasan dalam perspektif 

yuridis. 

4. Skripsi yang dibuat oleh  Abdurrohaman UIN Walisongo Semarang dengan 

skripsinya yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang 

Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid,” Temuan dari penelitian 

ini mengindikasikan bahwa Ibnu Qudamah membolehkan penjualan barang 

wakaf dalam bentuk masjid, dan hal ini tentunya dengan memperhatikan 

beberapa hal dan pertimbangan. Hakekat wakaf adalah kekal, dan kekekalan 

wakaf menurut Ibnu Qudamah berarti keutuhan dari segi manfaatnya dan 

juga untuk kemashlahatan umat, bukan kekekalan wujud barang 

wakafnya.50 Perbedaannya penelitian diatas lebih berfokus kepada pendapat 

Ibnu Qudamah sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada kasus, 

praktik, dan bagaimana hukum penjualan benda bekas wakaf untuk 

pembiayaan renovasi yayasan dalam perspektif yuridis. 

 
49 Charis Musyafak, Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda 

Wakaf, IAIN Walisongo: 2008 
50 Muhammad Abdurrahman, Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan 

Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid, UIN Walisongo: 2015 
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5. Skripsi yang dibuat oleh Salmaida UIN AR-Raniry banda aceh yang 

berjudul ”Penjualan Tanah Wakaf Untuk Pembiayaan Pembangunan Dayah 

Markas Syariah Di Gampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru 

Kabupaten Pidie Jaya Perspektif Mazhab Hanafi” Temuan dari penelitian 

ini mengindikasikan bahwa penjualan tanah untuk pembiayaan 

pembangunan dayah markas syariah di gampong Pulo Pueb Perspektif 

Mazhab Hanafi hukumnya sah atau boleh dilakukan dikarenakan rukun dan 

syaratnya sudah memenuhi dalam penjualan atau pergantian tanah wakaf. 

Ibdal dan istibdal boleh dilakukan oleh siapa saja baik waqif sendiri, orang 

lain maupun hakim tanpa melihat jenis barang yang diwakafkan apakah 

barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak. Kedua, barang wakaf 

sudah beruba menjadi barang yang tidak berguna. Ketiga, apabila 

penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan 

menguntungkan, serta tidak terdapat persyaratan yang menjualnya.51 

Perbedaannya penelitian diatas lebih berfokus kepada pendapat mazhab 

Hanafi sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada kasus, praktk, dan 

bagaimana hukum penjualan benda bekas wakaf untuk pembiayaan 

renovasi Yayasan dalam perspektif yuridis.

 
51 Salmaida, Penjualan Tanah Wakaf Untuk Pembiayaan Pembangunan Dayah Markas 

Syariah Di Gampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Perspektif 

Mazhab Hanafi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh: 2023 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (field research). 

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang 

latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: 

individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.52 Penelitian lapangan 

dilakukan karena berusaha menjelaskan keadaan yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat Desa bagan jawa mengenai praktik penjualan benda bekas wakaf. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, artinya 

pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif 

konstruktif, misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman 

individu, nilai-nilai sosial dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori 

atau pola pengetahuan tertentu.53 

Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas maka dalam penelitian 

ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Terkait dengan tujuan 

penelitian ini, peneliti ingin mengetahui praktik penjualan benda bekas wakaf 

untuk pembiayaan renovasi Yayasan di MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan 

Jawa dalam perspektif yuridis. 

 
52 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995. hlm.22 
53 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, ( Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013), h. 82. 
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C. Lokasi Penelitian 

Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Bagan Jawa  Kecamatan  Bangko  

Kabupaten  Rokan  Hilir.  Penulis  tertarik  melakukan  penelitian  di sini  

karena  terdapat  beberapa  hal  yang  mengganjal  yang  berkenaan dengan 

praktik penjualan benda bekas wakaf untuk pembiayaan renovasi Yayasan 

di MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan jawa. 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda 

ataupun lembaga (organisasi). Adapun subjek penelitian ini adalah Nadzhir, 

Pimpinan Yayasan, Dan Tokoh Masyarakat, yang menjadi sumber data 

dalam penelitian mengenai praktik penjualan benda wakaf. 

Objek penelitian pada dasarnya adalah topik permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian. Objek penelitian adalah isu, problem, permasalahan 

yang dibahas atau dikaji, diteliti dalam riset sosial.54 Adapun objek 

penelitian ini adalah praktik penjualan benda wakaf Menurut Hukum Islam 

dan Hukum Positif di Indonesia 

E. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara porposive adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa 

diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan 

terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan 

sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak 

 
54 Hidayatullah, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) h. 49 
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menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Iuforman penelitian 

terbagi menjadi dua yaitu:55 

a. Informan Kunci (Informan Key)  

Merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan 

penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi 

dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademisi, budayawan, tokoh 

agama dan tokoh masyarakat. 

Informan kunci pada penenlitian ini adalah Nadzhir Yayasan MDTA 

Uswatun hasanah yaitu ibuk Yusnidar. Hal ini dikarenakan Nadzhir adalah 

informan yang mengetahui dan memahami praktik yang terjadi pada 

yayasan tersebut. Kemudian Tokoh Masyarakat yaitu bapak Soleh yang 

memahami hukum dari penjualan benda wakaf tersebut. 

b. Informan Tambahan 

Yaitu siapa saja yang ditemukan diwilayah penelitian yang diduga dapat 

memberikan informasi tentang masalah yang di teliti. 

Informan tambahan pada penelitian ini adalah staf ataupun guru  yang 

mengajar di Yayasan MDTA Uswatun Hasanah yaitu ibuk Erawati. 

F. Sumber Data 

a. Data primer merupakan data yang utama. Sebagai data yang bersifat 

autoritatif, yakni data yang mempunyai otoritas. Data primer penelitian 

ini merupakan data yang didapatkan dari tempat penelitian, yaitu 

 
55 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:Alfabeta,2009) h.135 
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wawancara Nadzhir, Pimpinan Yayasan, dan Tokoh Masyarakat, Pada 

praktik penjualan benda wakaf di Yayasan MDTA Uswatun Hasan 

b. Data Sekunder, yang menjadi data sekunder pada kali ini yakni bahan 

pendukung yang ada hubungannya dengan pembahasan, dalam hal ini 

adalah kitab/buku fiqh, literatur ilmiah dan penunjang yang lainnya. 

c. Data Tersier, merupakan data pelengkap yang memberikan petunjuk 

dan penjelasan yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, skripsi, jurnal 

dan makalah yang disajikan dalam seminar Nasional maupun 

Internasional. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah metode penelitian yang melibatkan pengamatan 

langsung terhadap objek penelitian dalam lingkungannya yang alami. 

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data kualitatif yang 

kaya dan mendalam mengenai perilaku, interaksi, atau kejadian yang 

terjadi. Peneliti Mengamati langsung di lokasi penelitian terhadap Praktik 

penjualan benda wakaf untuk pembiayaan renovasi Yayasan MDTA 

Uswatun Hasanah. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan 

responden dengan tujuan memperoleh data primer secara langsung. Teknik 

ini sangat berguna untuk memahami perspektif, pengalaman, dan opini 

responden secara mendalam, terutama pada penelitian dengan sampel yang 
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terbatas. Peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan 

informan, dalam hal ini Penulis akan melakukan wawancara dengan 

Nadzhir, Pimpinan Yayasan, dan Tokoh Agama. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan 

pengumpulan berbagai jenis dokumen seperti buku, peraturan, laporan, dan 

visual seperti foto atau video yang relevan dengan objek penelitian.56 

H. Teknik Analisa Data  

Setelah data terkumpul maka selanjunya adalah menganalisa data-

data tersebut. Untuk menganalisis data diperlukan suatu metode analisis 

yang tepat. Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan 

yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah.57 

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh penulis 

adalah metode content analisis. Tahapan-tahapan analisis ini adalah 

pertama, mereduksi data di mana sebagai proses seleksi dan memfokuskan 

terkait hukum penjualan benda bekas wakaf untuk pembiayaan renovasi 

Yayasan dan buku-buku penunjang lainnya. Kedua, displai data, dalam 

tahap ini penulis akan menghubungkan data satu dengan data yang lainnya 

(antara data sumber primer dan sumber sekunder). Sehingga pada tahap ini 

akan menghasilkan data yang konkret dan memperjelas informasi agar lebih 

mudah dipahami oleh pembaca. Ketiga, peneliti mulai melakukan 

 

56  Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Wali pers, 2017) h.219 
57 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan 

Penguasaan Metodologi penelitian, cet, II (Malang: UIN Malik Press, 2010), h. 119. 
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penafsiran terhadap data (analisis data) sehingga data yang telah 

terorganisasikan memiliki makna. 

Pada penulisan penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan data-data untuk menjelaskan bagaimana konsep Hukum 

Islam dan Hukum Positif di Indonesia tentang penjualan benda wakaf. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian diatas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa: 

1. Praktik penjualan benda bekas wakaf di Yayasan MDTA Uswatun Hasanah 

dari hasil wawancara yang di lakukan penulis, bahwa penjualan dilakukan 

dengan mendapatkan kesepakatan dari Nadzhir dan musyawarah kepada 

masyarakat, penjualan dilakukan dengan alasan benda-benda tersebut sudah 

tidak terpakai lagi oleh Yayasan dan hasil dari penjualan benda-benda 

wakaf tadi dibelikan lagi kepada benda-benda yang lebih bermanfaat bagi 

Yayasan.  

2. Didalam Hukum Islam penjualan benda bekas wakaf masih menjadi 

ikhtilaf, Imam Syafi`i tidak membolehkan penjualan benda wakaf karena 

wakaf bersifat kekal dan abadi, sedangkan Imam Hanafi, Maliki, dan 

Hambali membolehkan penjualan benda wakaf dengan alesan benda 

tersebut sudah tidak terpakai dan hasil penjualan harus kembali kepada 

wakaf untuk memelihara benda wakaf tersebut, walaupun tidak sesuai 

dengan benda yang asli setidaknya kemanfaatan dan tujuan wakif dalam 

mewakafkan tidak hilang dari segi kemanfaatannya. Dan dalam Hukum 

Positif, penjualan benda wakaf tidak cukup hanya dengan kespakatan dari 

musyawarah, penjualan seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu, 

sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 41, dan 

Kompilasi Hukum Islam pasal 225. 
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B. Saran 

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang 

ingin penulis sampaikan bahwa: 

1. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, khususnya dalam dunia hukum, 

maka dari itu kita harus bersifat objektif dalam menanggapi dan menilai satu 

pendapat dengan pendapat yang lain, karena perbedaan pendapat adalah 

rahmat bagi umat muslim, akan tetapi perbedaan pendapat tersebut harus 

sesuai dengan syari`at dan Hukum Islam. 

2. Penjualan benda wakaf tidak bisa dilakukan begitu saja, harus sesuai 

prosedur, syarat dan ketentuan syari`at Islam serta Hukum positif yakni 

peraturan Perundang-undangan dan untuk Nadhir pengelola benda wakaf 

lebih berhati-hati dalam melakukan penjualan benda wakaf.
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LAMPIRAN 1: 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Menurut Pemahaman Bapak/ Ibu, apa yang dimaksud dengan wakaf ? 

2. Bagaimana pandangan Bapak/ Ibu, mengenai status hukum benda yang 

telah diwakafkan dan kemudian menjadi bekas atau tidak terpakai? 

3. Apa yang biasanya menjadi alasan atau pertimbangan dilakukannya 

penjualan benda bekas wakaf? 

4. Siapa saja pihak-pihak yang biasanya terlibat dalam proses pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan penjualan benda wakaf? 

5. Kapan terjadinya penjualan benda bekas wakaf tersebut? 

6. Apa alasan yang mendasari Bapak/ Ibu, untuk menjual benda bekas wakaf 

tersebut? 
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LAMPIRAN 2 : 

DOKUMENTER WAWANCARA 

 

 

Wawancara dengan Nadzhir (Pengelola Wakaf) 

 

 

 

Wawancara dengan Guru Yayasan 
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Wawancara dengan Tokoh Masyarakat 

 

 

 

Yayasan MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa 











 


